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TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
(PPID) PEMBANTU DI LINGKUNGAN DINAS SOSIAL PROVINSI JAWA BARAT

Menimbang :

Mengingat

a. bahwa untuk mewujudkan pelaksanaan tugas pelayanan informasi yang

efisien dan efektif telah ditetapkan Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor
042/Kep.175-Humaspro/2017 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan
Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a

perlu ditetapkan Keputusan Gubernur Jawa Barat tentang Pejabat Pengelola
Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Dinas Sosial Provinsi Jawa
Barat

. Undang-undang nomor 11 tahun 1950 tentang pembentukan Provinsi Jawa

Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Juli 1950) jo. Undang-
undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya
(Lembaran Republik Indonesia tahun 1950 nomor 31. Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa
kali, terakhir dengan Undang-Undang nomor 29 Tahun 2007 tentang
Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota
Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 nomor 93. Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia nomor 4744) dan Undang-undang nomor 23 Tahun 2000 tentang
Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun
2000 nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor
4010);

. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi

Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor
58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);

. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi

Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Kearsipan (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5071);

. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
diubah beberapa kaliterakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun
2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun
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